BAB ||
PEGAWAI NEGERI SI PI L SEBAGAI BI ROKRAT YANG

NETRAL DAN PROFESI ONAL

A. Pengertian dan Haki kat Birokrasi

Bi rokrasi berasal dari kata bureau yang berarti neja atau
kantor dan kata kratia (cratein) yang berarti penerintah. Secara
etinmologis berarti ‘kekuasaan di belakang neja’ atau nem njam
definisi Lance Castle adalah “orang-orang digaji yang berfungs
dal am penerintahan”. Dalam kacamata awam birokrasi adal ah
aparat penerintah (pegawai negeri), yang dalam jargon Korpr

sebagai abdi negara*’.

Sementara itu Birokrasi diartikan sebagai kekuasaan atau
pengaruh dari para kepala dan staf biro penerintah. Dalam
pengertian sel anjutnya birokrasi adal ah pegawai penerintah, yang
nmenj al ankan dan nenyel enggarakan tugas yang ditentukan oleh
konstitusi, nenjalankan program penbangunan, pelayanan publik,

dan penerapan kebijakan penerintah, yang biasanya disebut

42 “Birokrasi dan Birokrat”, http://acehresources. bl ogspot.conm 2009

/ 02/ bi r okr asi - dan- bi rokrat. htm, diunduh tanggal 27 Juni 2010.
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pegawai Sipil“. Dalam hal di |Indonesia |ebih dikenal dengan

i stiah Aparatur Penerintah.

Apar atur penerintah adal ah orang-orang yang dipercaya dan
di beri mandat ol eh negara dan rakyat untuk  nengel ol a
pereri ntahannya guna neni ngkatkan kesejahteraan nasyarakat.
Dengan dem ki an maka efektivitasnya harus diukur berdasarkan
sejauh mana kemanpuan penerintah neni ngkat kan kesej ahteraan
masyar akat nya, dan ukurannya antara |ain adal ah seberapa tinggi
ti ngkat pel ayanan kepada masyarakat baik dibidang kesehatan,

pendi di kan dan | ai nnya**.

Bi rokrasi dalam pengertian keseharian selalu dimakna
i nstitusi resm yang nel akukan fungsi pel ayanan terhadap
kebutuhan dan kepentingan nasyarakat“. Segala bentuk upaya
penerintah dal am nengel uarkan produk kebijakannya senmata-mata
di maknai sebagai nmanifestasi dari fungsi nelayani orang banyak.

Wal aupun persepsi ini mengandung titik-titik kelenmahan, nanmun

43 Syafuan Rozi Soebhan, Model Refornmasi Birokrasi di |ndonesia,

(Jakarta: LIPI,2000), hlm 10.

44 Vi ncent Gaspersz, Sistem Manajenen Terintegrasi,(Jakarta: PT

G anedi a Pust aka Ut anmga, 2002), hlm 203.

4 Moel jarto Tjokrowi noto, Birokrasi dalam Polenik, (Yogyakarta:

Pust aka Pel aj ar of fset, 2001), him 112.
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sanpai saat ini penmerintah yang diwakili ol eh institusi
bi rokrasi tetap saja diakui sebagai notor penggerak pembangunan.
Penmaknaan birokrasi sebagai organ pel ayanan bagi nasyarakat | uas
tentu merupakan penmaknaan yang bersifat idealis, dan penmaknaan
i deal terhadap fungsi pel ayanan yang di perankan bi rokrasi

ti dakl ah bisa nenjelaskan orientasi birokrasi.

Pola patron-client yang kental nenjadikan ciri birokrasi
nmenj adi berdanpak nmematikan inisiatif nasyarakat, kual i t as
pel ayanan nmasyarakat nenjadi tidak efisien, karena praktek
bi rokrasi yang terlalu hirearkis sehingga keputusan selalu ada
di pejabat atas. Hal 1ini akan berakibat juga kreativitas,
inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi dalam nenberikan
pel ayanan nenj adi kurang, sehingga pelayanan dinilai oleh
masyar akat nenjadi |lanmban dan berbelit-belit. Segi yang lain
terjadil ah pelayanan yang high cost karena agar cepat client
di waj i bkan untuk memenuhi persyaratan- persyaratan yang sengaja

di buat agar menyulitkan pel anggan®®.

Birokrasi di Indonesia nasih tanpak nenjaga jarak sosial

(social distance) yang terlalu jauh dengan kel onpok sasarannya

e Syafuan Rozi Soebhan, Op.Cit., hlm 127.

38

Netralitas pegawai..., Laura Astrid H. Purba, FH Ul, 2010.



yakni publik dan pengguna jasa |ayanan, sehingga rakyat nyaris
dal am situasi yang tidak berdaya (powerless) dan tidak nmem|iKi
pi i han*’. Dengan kondisi yang denmikian itulah maka penerapan
organi sasi pel ayanan publik yang berorientasi pada kemanusi aan
akan sulit dilakukan. Budaya dasar birokrasi |ebih banyak

ber sandar pada etos feodal i sme®,

Citra birokrasi yang buruk tadi sangat di sayangkan padaha
bi rokrasi nmerupakan instrunmen penting dalam masyarakat nodern
yang kehadi rannya tak mungkin terpisahkan. Eksistensi birokras
i ni sebagai konsekuensi |l ogis dari tugas utama negara
(penerintahan) untuk nenyel enggarakan kesejahteraan nmasyarakat

(social welfare)*. Negara dituntut terlibat dalam nenproduksi

47 Moel jarto Tjokrowinoto, Qo. Ct., hlm 33.

48 Ref ormasi Birokrasi Menuju Pel ayanan Efektif Dan Efisien Kepada

Masyar akat ", http://siswyo22. wordpress. conl 2008/ 02/ 20/ r ef or masi - bi r okr asi -
menuj u- pel ayanan- ef ekti f - dan- ef i si en- kepada- masyar akat - | anj ut an/, di unduh
tanggal 27 Juni 2010.

49 Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya
menunj uk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondi si
terpenuhi nya kebutuhan nmaterial dan non-material. Menurut Janes M dgl ey,
Martin B. Tracy dan Mchelle Livernore, “Introduction: Social Policy and
Social Wl fare” The Handbook of Social Policy, (London: Sage, 2000), hlm xi-
xv, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai “.a condition or state of
human wel | -being.” Kondisi sejahtera terjadi nanakal a kehi dupan manusi a aman
dan bahagi a karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tenpat
tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta nanakala manusia nenperoleh
perlindungan dari resiko-resiko utama yang nengancam kehidupannya. Li hat
“Peta Dan Dinamika Wlfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa
di peti k untuk nmenbangun | ndonesia” http://ww. policy. hu/ suhart o/ Naskah%20PDF/
UGWAel fareState. pdf , diunduh tanggal 11 Juni 2010.
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barang dan jasa yang di perl ukan ol eh rakyatnya (public goods and
services) baik secara |langsung nmaupun tidak. Bahkan dalam
keadaan tertentu negara yang nenutuskan apa yang terbaik bagi
rakyatnya. Untuk itu negara nenbangun sistem adm nistrasi yang
bertujuan untuk nelayani kepentingan rakyatnya yang disebut

dengan istilah birokrasi®°.

Citra birokrasi yang negatif pada sebagi an nasyarakat yang
di maknai sebagai penerintahan yang berkuasa tapi berbelit-belit,
menyul i t kan dan nenj engkel kan bi sa di paham . Namun bagi sebagi an
yang lain birokrasi dipaham dari perspektif yang positif yakni
sebagai upaya untuk nmengat ur dan nengendal i kan peril aku
masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimksud adal ah
ketertiban dalam hal nengelola berbagai sunber daya yang
mendi stri busi kan sunber daya tersebut kepada setiap anggota

masyar akat secara berkeadi |l an.

Konsep birokrasi nerupakan sebuah konsep sosiologis dan
politis yang merujuk kepada tata |aksana admnistratif dan
penegakan aturan atau hukum yang terorganisir secara sosial.

Bertitik tolak dari konsep di nuka dapat kita peroleh enpat

50 “Konsep Birokrasi” http://blog.unila.ac.id/ ekobudisulistio/2009/

03/ 16/ konsep- bi rokrasi/, diunduh tanggal 11 Juni 2010.
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konsep struktural yang akan nenjadi pusat penekanan dari senua

defini si yang ada nengenai birokrasi

nuka,

nmenci

Bi rokrasi nenjal ankan penbagian yang jelas tentang kerja
adm ni strasi antara pejabat dan jabatan yang di enmbannya,

Bi rokrasi nengatur sistem personalia dengan pola perekrutan
yang konsi sten dan karier yang sifatnya |inear,

Bi r okr asi mem | i Ki hi er ar ki ant ar j abat an, sehi ngga
otoritas dan status didistribusikan berbeda di antara
bi r okr at - bi r okrat, dan

Bi rokrasi nenbentuk suatu jaringan formal dan informal yang
menghubungkan pel aksana organi sasi satu sama |ain nelal ui

arus informasi dan pol a kerjasana.

Teori-teori Birokrasi

Berangkat dari enpat konsep struktural dari birokrasi d
penggagas- penggagas teori bi r okr asi tel ah banyak

pt akan teori-teori yang nenberi kan pencerahan dal am nencoba

nmenj el askan makna birokrasi itu sendiri
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a. Teori Hegel >

Bi rokrasi adalah institusi yang nenduduki posisi organik
yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai
penghubung antara negara yang nenanifestasi kan kepenti ngan unmum
dan nmasyarakat sipil yang newakili kepentingan khusus dalam
masyar akat . °> Hegel nmelihat, bahwa birokrasi merupakan jenbatan
yang di buat wuntuk nenghubungkan antara kepentingan nasyarakat
dan kepentingan negara yang dal am saat-saat tertentu berbeda.
O eh sebab itu peran birokrasi nenjadi sangat strategis dalam
rangka nenyatukan persepsi dan perspektif antara negara
(penerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan.
Bi rokrasi Hegelian nenekankan birokrasi pada posisi yang netral

terhadap kekuat an- kekuatan nasyar akat | ai nnya. Hegel j uga

51 Georg WIlhelm Friedrich Hegel (1770-1831), filsuf idealis dari
Jerman. GW Hegel dal am karyanya Phil osophy of Ri ght pada tahun 1821 adal ah
pem kir pertama yang nmenbedakan antara negara dengan civil society. D a
menci pt akan termninol ogi burgerlichen gesellschafts sebagai domain privat yang
di bedakan dengan der staat sebagai donmin publik. Hegel nengenbangkan gagasan
civil society dalam tiga w layah yaitu keluarga, civil society dan negara.
Kel uarga adalah ruang peribadi dimna terdapat hubungan individu yang
harnoni s, tenpat sosialisasi individu sebagai bagian dari masyarakat. Ruang
bagi keluarga adal ah ruang yang sifatnya partikular (khusus). Cvil society
adal ah tenpat bagi penenuhan kepentingan ekonom individu-individu dan
kel onpok. Dan negara adal ah aktor yang nenpunyai kekuasaan politik sebagai
representasi ide universal untuk nelindungi kepentingan politik warga ol eh
karena itu berhak nelakukan intervensi terhadap kehidupan civil society.
Ruang negara adalah wuniversalitas. Hegel nmengkonsepkan negara sebagai
representasi kekuatan universal, dan nensubordi nasi kan posisi civil society.

52 Moel jarto Tjokrowinoto, Politik Penbangunan: Sebuah Analisis

Konsep Arah dan Strategi, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1987), hlm 82.
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meni lai  bahwa birokrasi haruslah nelayani kepentingan unmum
karena dal am kenyat aannya kebijakan-kebijakan negara seringkali

hanya mengunt ungkan sekel onpok orang dal am masyar akat . >3

b. Teori Max Weber

Bi r okr asi sebagai suat u sistem or gani sasi fornma
di muncul kan pertama sekali oleh Max Whber pada tahun 1947,
menur ut nya birokrasi nerupakan tipe ideal bagi senua organisasi

formal .

Max Weber®* dal am bukunya “The Theory of Social and Econonic

n 55

Organi zati on nmenj el askan birokrasi dal am bentuknya yang nurn

selalu nmenanpil kan  karakteristik-karakteristik dari sebuah

53 Arief Budinman, Bentuk Negara dan Penerataan Hasi | - hasi |
Penbangunan, Majalah Prisnma Edisi 7 Juli 1982, (Jakarta: LP3ES, 1982).

54 Max Weber (1864-1920): pendiri sosiologi, bapak birokrasi, dan
pel opor manaj enen ilmah tidak nmem liki karya-karyanya diterjenmahkan ke dal am
bahasa Inggris hingga |ama setelah kenmatiannya. Dalam il nmu organi sasi, Wber
di kenal untuk advokasi pendekatan peradaban Barat dengan rasionalitas (dengan
sinkronisasi logis dari cara dan tujuan) yang nengangkat ke sebuah pola pikir
yang tepat untuk senmua bidang tindakan, n sal nya, pendi di kan, il
penget ahuan, seni, hukum ekonom . Wber nenbela kapitalisnme gaya Barat
sebagai satu-satunya |enbaga politis ekonom s dengan hukum rasional, aturan
| ogi ka, penerintah dibatasi, dan adm nistrasi yang terlatih. Lihat “Theories
O Bureaucracy” http://ww. apsu. edu/ oconnort/4090/4090!l ect 02. ht m di unduh 12
Juni 2010.

55 Max Weber, The Theory of Social and Economc Organization,
diterjemahkan A. Henderson & T. Parsons. (New York: Oxford Univ. Press,
1947).
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rational legal authority (otoritas legal rasional) sebaga

beri kut

10.

sebuah organisasi yang berkelanjutan fungsi resm dengan
bat as- bat as at ur an;

spesi al i sasi bidang tertentu nelal ui konpet ensi dal am
penbagi an kerj a;

organi sasi kantor yang ditetapkan dengan jelas berdasarkan
prinsip hirarki;

peraturan dan kualifikasi yang nmenerlukan pelatihan untuk
memaham dan nengel ol a;

sifat umum nel al ui kesetaraan perlakuan bagi senua klien
or gani sasi ;

pengangkat an dan pronosi berdasarkan nerit dan tidak bias
at au nmendukung;

penbayaran berdasar kan peri ngkat di sertai dengan hak
pensi un;

pem sahan kehi dupan publi k dan swasta dal am hal kepenti ngan
dan keuangan;

sistematis disiplin ketat dan kontrol-hari kerja hari per
hari ;

keputusan, bertindak, dan aturan dirunuskan dan dicatat

secara tertulis;
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Prinsip-prinsip bi r okr asi Weber di at as di coba

di seder hanakan ol eh Harrmon dan Mayer®® sebagai beri kut

1. Penbagi an kerja, yaitu prinsip delegasi yang tetap akan
wewenang dan tanggung j awab dal am or gani sasi ;

2. Struktur berdasarkan hirarkKki yang di ganbarkan sebaga
sebuah piram da kontrol seperti di mliter di nana tingkat
yang |ebih tinggi nengawasi pejabat tingkat pejabat rendah
di dal am or gani sasi

3. Adm ni st r asi ber dasar kan I nf or masi t ent ang kar yawan,
proses, catatan, |aporan, data, dan |ain;

4. Ket enagakerjaan yang nensyaratkan pelatihan ahli dinmna
semua kar yawan di pekerj akan ol eh or gani sasi har us
menunj ukkan kualifi kasi mereka untuk pekerjaan nelal ui
pendi di kan, pel atihan, atau pengal anan nereka;

5. Karyawan karir pekerja waktu-penuh dengan tujuan nendorong
or gani sasi agar dapat neni ngkat kan kontrol atas karyawan;

6. Operasi organi sasi di dasarkan pada aturan-aturan kaku dan
i mper sonal perilaku - i ni bi asanya diartikan bahwa
bi r okrasi adal ah manusi aw ;

Cita-cita utama dari sistem birokrasi adalah nencapa

efisiensi kerja yang seoptimal nungkin. Menurut Wber organisasi

56 M chael M Harnon dan Richard T. Myer, Oganization Theory for
Public Admi nistration, (Burke, VA: Chatel aine Press, 1986), hlm 15.
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bi rokrasi dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk
nmengontrol pekerjaan manusia sehingga sanpai pada sasarannya,
karena organisasi birokrasi punya struktur yang jelas tentang
kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan nenpunyai pengaruh
sehingga dapat nenberi perintah untuk nendistribusikan tugas
kepada orang lain®. Oganissasi mengoperasikan prinsip-prinsip
dasar hirarki kantor dinana ada garis-garis yang jelas dari
at asan dan bawahan.

Weber nenj adi kan birokrasi atau aparat adm nistrasi sebagai
unsur terpenting bagi perkenbangan organi sasi sebagai al at untuk
nmencapai tujuan tertentu. Dengan dem kian fokus Wber adal ah
pada struktur normatif dan nekanis untuk menpertahankan struktur
tadi. Hal ini nmerupakan unsur formal yang nenjadi ciri khas dari

i deal type of bureaucracy Wber . °®

57 Robert Denhardt, Theories of Public O ganization, (Mnterey,
CA: Brooks/ Col e Publ i shing Conpany, 1984), hlm 26, 32.

58 Max Weber, The Theory of Social and Economc Organization,
diterjemahkan A. Henderson & T. Parsons. (New York: Oxford Univ. Press,
1947).
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C. Teori Karl Marx

Teori Karl Marx tentang birokrasi berasal dari teori

mengenai historical materialisnme, asal nmuasal birokrasi dapat
di temukan dalam enpat sunber: agana, penbent ukan negar a,
per dagangan, dan teknol ogi. Kenudi an, bentuk birokrasi paling
awal terdiri dari tingkatan kasta rohani awan/tokoh agana

pegawai penerintah dan pekerja yang nengoperasi kan aneka ritual,
dan tentara yang ditugaskan untuk nentaati perintah. D dalam
transisi sejarah dari konunitas egaliter primtif ke dalam civil
society terbagi Kkelas-kelas sosial dan wlayah, muncul sekitar
10.000 tahun yang lalu, dinmana kewenangan terpustat, dan
di paksakan ol eh pegawai penerintah yang keberadaannya terpisah
dari masyar akat . Negar a ment or nul asi kan, memaksakan dan
nmengegakkan peraturan, dan nmenungut pajak, nenberikan kenaikan
kepada sekel onpok pegawai yang bertindak untuk nenyel enggarakan
fungsi tersebut. Kenudi an, negara nel akukan nediasi bila terjad
konflik di antara masyarakat dan nenjaga konflik agar nasih
dal am bat as kewaj aran; negara juga mengatur pertahanan wil ayah.
Terutama, hak unum perorangan untuk nenbawa dan nenggunakan
senjata untuk nenpertahankan diri sedikit dem sedikit dibatasi;
nmemaksakan orang lain untuk berbuat sesuatu nenjadi hak | egal

negara dan aparat penerintah untuk nel akukannya.
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Dengan dem ki an birokrasi nenurut Marx adalah organisasi
yang bersifat parasitik® dan eksploitatif. Birokrasi merupakan
i nstrunmen bagi kelas yang berkuasa untuk nmengekploitasi kelas
sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk
menpert ahankan privil age®® dan status quo®® bagi kepentingan kel as
kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel,
bi rokrasi nerupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas
(the have) untuk nenperdayai kal angan bawah (the have not) dem
menper t ahankan dan neni ngkat kan kesejahteraan nereka sendiri.

Dal am hal ini birokrasi nenjadi kanbing hitam bagi kesal ahan

59 Bi rokrasi adalah parasit yang eksistensinya nenenpel pada kel as

ber kuasa dan di pergunakan untuk nenghi sap kel as protelar, The executive power
with its enornous bureaucratic and military organization, wth its wde-
ranging and ingenious state machinery, with a host of officials nunbering
half a mllion, besides an arnmy of another half mllion — this terrifying
parasitic body which enneshes the body of French society and chokes all its
pores sprang up in the tine of the absolute nonarchy, with the decay of the
feudal system which it had helped to hasten. Lihat Karl Marx, The Ei ghteenth
Brunaire of Louis Bonaparte, Majalah Die Revolution edisi pertama, (New York,
1852.

60 Secara etinologi berarti hukum privat atau hukum yang nenyangkut

satu individu spesifik. Dengan dem kian privilege adalah hak istinewa atau
kekebal an khusus vyang diberikan oleh penerintah atau otoritas lain untuk
kel onpok terbatas, bai k karena kel ahiran atau secara bersyarat.

61 Status quo, secara harfiah "keadaan di nana" adal ah istilah

Latin yang berarti kondisi saat ini atau yang sedang berlangsung. Untuk
menpert ahankan status quo adal ah untuk nenjaga hal-hal cara nereka pada saat
ini.
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penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesal ahan penguasa akhirnya

tertunpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya nenjadi al at saja.

d. Teori Robert M chel s

Robert M chels nengatakan birokrasi adalah struktur yang
mesti nenganbil bentuk oligarkhi (the iron law of oligarchi,
teori hukum besi oligarkhi Robert Mchels).® Seorang pegawai
peneri ntah harus nenggunakan penil aian dan keteranpil annya, akan
tetapi tugasnya adalah nenenpatkan kedua hal tersebut pada
kewenangan yang | ebih tinggi; akhirnya ia hanya bertanggungj awab
unt uk nenj al ankan sebagi an tugas yang tel ah di berikan dan harus
nmengor bankan penilaiannya apabila bertentangan dengan tugas

pekerjaannya.

e. Teori Ferrel Heady

Ferrel Heady nenj el askan  birokrasi sebagai st rukt ur

tertentu yang nmemliki karakteristik tertentu. Karakteristik

62 Robert M chels, Partai Politik: Kecenderungan Aigarkis dalam
Bi rokrasi, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.
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struktural Birokrasi tadi neliputi hierarkhi, diferensiasi-

spesi al i sasi dan kual i fikasi - konpet ensi .

H erarkhi sebagai elenen yang nenerapkan rasionalitas ke
dal am tugas-tugas adm nistrasi yang berupa penjabaran struktur
j abat an yang nengaki batkan perbedaan tugas dan wewenang antar
anggot a or gani sasi . St r ukt ur j abat an t adi nmengganbar kan
ti ngkatan-tingkatan berj enj ang dari super or di nasi dan
subordi nasi dimana jenjang yang |ebih tinggi nengawasi jenjang

yang | ebi h rendah.

Di ferensi sasi adal ah perbedaan tugas dan wewenang antar
anggot a organi sasi birokrasi dal am nencapai tujuan. Diferensiasi
dal am sosi ol ogi adal ah apa yang dinmaksud dengan peran.
Spesi al i sasi adal ah  hasi | dari penbagi an kerj a. Keduanya
di perl ukan untuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang konpl eks

dal am or gani sasi

Konpet ensi maupun kual i fi kasi bukan berarti
pr of esi onal i sne. Konpet ensi berarti seseorang cocok untuk
pekerjaan tersebut. Sedangkan kualifikasi adal ah tingkatan dal am

hal pel ati han dan pendi di kan.

63 Ferrel Heady, Public Administration: A Conparative Perspective

(New York: Marcel Dekker, 1984).
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2. Pendekat an Dal am Menaham Bi r okr asi

a. Kar akteristi k |deal Birokrasi

Buku Weber yang berjudul “Wrtschaft wund Gesellschaft”
(teori organi sasi sosial dan ekonom ) nenperkenal kan konsep tipe

i deal birokrasi.®

Menurut nya, birokrasi dan institusi |ainnya
dapat dilihat sebagai “kehidupan kerja yang rutin” (routines of
wor kday life). Weber nengamati bahwa birokrasi nenbentuk proses
adm nistrasi yang rutin sama persis dengan nesin pada proses

pr oduksi .

Dal am nodel yang di ajukan Wber, bi r okr asi mem | i Ki

karakteristik ideal sebagai berikut:

1. Penbagi an kerja atau spesialisasi (division of |abor)

Dal am nenj al ankan berbagai  tugasnya (official® duties),

bi rokrasi nenbagi kegi at an-kegi atan penerintahan nenjadi bagi an-

64 Konsep tipe ideal ini kurang dikenal tentang kritiknya terhadap
seberapa jauh peran birokrasi terhadap kehidupan politik, atau bagaimana
peran politik terhadap birokrasi. Bi rokrasi Weberian hanya nenekankan
bagai mana seharusnya nesin birokrasi itu secara profesional dan rasional
di j al ankan.

65 Kata official berasal dari kata Latin officialis, sebagai kata
sifat nerujuk kepada penerintah, sebagai contoh pegawai penerintah ataupun
pernyataan penerintah, analog dengan penerintahan ataupun sesuatu yang
bersifat fornal.
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bagi an yang masing-nmasing terpisah dan nemliki fungsi yang
khas. Penbagi an Kkerja seperti I ni menmungki nkan terjadi nya
spesi al i sasi fungsi . Dengan cara seperti ini, penugasan
spesialis (specialized expert) unt uk tugas-tugas khusus bisa
di | akukan dan setiap nereka bertanggung jawab dem tercapai nya

tuj uan organi sasi secara efektif dan efisien

2. Adanya prinsip hierarki wewenang (the principle of

hi er ar chy)

Cri khas birokrasi adalah adanya wewenang yang disusun
secara hierarkis atau berjenjang. H erarki itu berbentuk piramd
yang nmem | i ki konsekuensi semakin tinggli suatu jenjang berart
pul a semaki n besar wewenang yang nel ekat di dal ammya dan senakin
sedi ki t penghuni nya. Hi er ar ki wewenang i ni sekal i gus
nmengi ndi kasi kan adanya hi erarki tanggung jawab. Dalam hi erarKki
itu setiap pejabat harus bertanggung jawab kepada atasannya
nmengenai  keput usan- keputusan dan tindakan-tindakannya sendiri
maupun yang dil akukan ol eh anak buahnya. Pada setiap tingkat
hierarki, para pejabat birokrasi nemliki hak nenberi perintah
dan pengarahan pada bawahannya, dan para bawahan itu
ber kewaj i ban untuk nematuhi nya. Sekalipun begitu, ruang |ingkup

wewenang nenberi perintah itu secara jelas dibatasi hanya pada
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masal ah- masal ah yang berkaitan |angsung dengan kegiatan resmi

pemeri nt ahan.

Organi sasi birokrasi nmengi kuti prinsip hirarki sehingga
setiap unit yang |lebih rendah berada dalam pengendalian dan
pengawasan organisasi yang lebih tinggi. Setiap pegawai dalam
hi r ar ki adm ni strasi ber t anggungj awab kepada at asannya.
Keputusan dan tindakan harus dim ntakan persetujuan kepada
atasan. Agar dapat nenbebankan tanggungjawabnya kepada bawahan,
ia nmemliki wewenang/ kekuasaan atas bawahannya sehingga ia
menpunyai  hak untuk nengeluarkan perintah wuntuk ditaati dan
di | aksanakan ol eh bawahan. Meskipun nmasing-nasi ng pegawai Yyang
berada pada jenjang nenpunyali otoritas-birokratis tetap
penggunaan otoritas tersebut tetap harus relevan dengan tugas-

tugas resm organi sasi .

3. Adanya sistem aturan (system of rul es)

Kegi at an penerintahan diatur oleh suatu sistem aturan main
yang abstrak.® Operasi kegiatan dalam birokrasi dilaksanakan

berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. Hal ini

66 Aturan main itu nerunuskan |ingkup tanggung jawab para penegang
jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara mereka. Aturan-aturan itu
juga nmenj am n koordinasi berbagai tugas yang berbeda dan nenjam n keseragaman
pel aksanaan berbagai kegiatan itu.
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di mksudkan untuk nenjam n adanya wuniformtas kinerja setiap
tugas dan rasa tanggung jawab nasing-nmasing anggota organi sasi
bagi pel aksanaan tugasnya tanpa nmenmandang jum ah personil yang
nel aksanakan dan koordi nasi tugas—-tugas yang berbeda-beda.
Aturan-aturan yang eksplisit tersebut nenentukan tanggung jawab
setiap anggota organisasi dan hubungan diantara mnereka, nanun
tidak berarti bahwa kewaji ban birokrasi sangat nudah dan rutin.
Tugas—tugas birokrasi nmem |iki konpleksitas yang bervariasi dari
tugas-tugas klerikal yang sifatnya rutin hingga tugas-tugas yang

sulit.

4. Hubungan | npersonal (formalistic inpersonality)

Para pejabat birokrasi harus nem liki orientasi inpersonal.
Mer eka har us menghi ndar kan perti nmbangan pri badi dal am
hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat
yang dil ayani nya. Hal ini dimaksudkan untuk menberi kan perl akuan

yang adil bagi senua orang dan persamaan pel ayanan adm ni strasi.

| deal nya pegawai - pegawai bekerja dengan senmangat kerja yang

tinggi “sine ira et studio”® tanpa rasa benci atas pekerjaannya

67 Sine ira et studio adalah istilah Latin yang berarti "tanpa narah
dan kesukaan" atau "tanpa benci dan anbisi". Istilah ini sering digunakan
untuk nengi ngatkan sejarawan, wartawan, editor dan lain-lain untuk tidak
terbawa oleh enpbsi ketika nmenulis tentang perang atau kejahatan. Ini juga
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atau terlalu beranbisi. Standar operasi prosedur dijalankan
tanpa adanya interferensi (canpur tangan) kepentingan personal

Ti dak di msukannya pertinbangan personal adalah untuk keadil an
dan efisiensi. Hal ini nenyebabkan perlakuan yang sama terhadap
sermua  orang sehi ngga mendor ong denokr asi dal am sistem

adm ni strasi .

5. Si stem Karier (career systen
Pekerjaan dalam birokrasi penerintah adal ah pekerjaan
kari er. Para  pej abat menduduki jabatan dal am birokrasi

penerintah nelalui penunjukan, bukan nelalui pemlihan; seperti
anggota legislatif. Mereka jauh |ebih tergantung pada atasan
nmereka dal am peneri ntahan dari pada kepada rakyat pem|ih. Pada
prinsipnya, pronosi atau Kkenaikan jenjang didasarkan pada
senioritas atau prestasi, atau keduanya. Dalam kondisi tertentu,
birokrat itu juga nenperoleh jam nan pekerjaan seunur hidup.

Kebi j akan personal seperti itu nmendorong tunbuhnya |oyaritas

nerupakan nmotto Biro Hubungan Luar Ceko dan Informasi dan Polisi Mliter
Angkat an Darat DennarKk.
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terhadap organi sasi dan senmangat kel onpok (esprit de corps®) di

antara anggota organi sasi .

b. Gejala Wberisasi dal am Bi r okr asi

Menurut Hans Dieter Evers perkenbangan birokrasi bisa
menuj u pada gejala yang sehat maupun gejala yang kurang sehat.
Gej al a-gejala tersebut antara lain adalah Wberisasi®. Gejala
Weberi sasi adal ah suatu proses perkenbangan birokrasi kepada
ciri-ciri idealnya yang bersifat rasional (struktur, prosedur,
aturan jelas) yang secara keseluruhan bisa mnencapal efisiensi

sesuai nilai-nilai yang di kejar dan tujuan yang hendak di capai .

Pengertian ini  nenjelaskan bahwa perkenbangan birokrasi
tidak pernah senpurna. Artinya sewaktu-waktu perlu dieval uasi
apakah kehadiran birokrasi tersebut masih rasional atau tidak

Cont ohnya:

68 Istilah esprit de corps atau noral e di pakai ketika nenbahas noral

kel onpok dal am kapasitas masyarakat untuk nenjaga kepercayaan dalam sebuah
| enbaga atau tujuan, atau bahkan dalam diri sendiri dan orang lain. Istilah
kedua berlaku terutama untuk mliter personil dan anggota olahraga tim, tapi
juga berlaku dalam bisnis dan dalam konteks organisasi lain, terutama di
saat-saat stress atau kontroversi.

69 Hans Dieter Evers, The Bureaucratization of Southeast Asia, dalam
Conparative Studies in Society and Hi story, Volunme 29, Nunmber 4, 1997.
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1. pergeseran antara spoil systen® ke arah nerit sistem

2. penci ut an or gani sasi
3. penekar an or gani sasi (bila nemang di perl ukan)
Adapun kel ebi han gejala Wberisasi ini adalah birokrasi

| ebi h efisien,nanun ada juga kel emahannya antara | ain:

1. Terjadi dehunmanisasi’?

hubungan antar individu (person)
dal am birokrasi tersebut, sebagai efek prinsip inpersonalitas

dal am bi r okr asi .

2. Mengandal kan pol a hubungan top-down sehingga cenderung

hirarkis, piramdal, dan tidak denokratis.

7° Dal am politik Amerika Serikat, spoil system (juga dikenal sebagai
si stem patronase) adalah praktik di mana partai politik, setelah nenenangkan
pem | u, penerintah nenberi pekerjaan kepada para penmilih sebagai hadi ah untuk
bekerja nenuju kenenangan, dan sebagai insentif terus bekerja untuk pihak
yang bertentangan dengan sistem penberian kantor atas dasar beberapa ukuran
j asa i ndependen dari kegi atan politik.

" Pengerti an dehumani sasi adal ah nenurunkan derajat kemanusi aan,

ti dak nenghargai kemanusi aan seseorang atau neni adakan hak pada seseorang.
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c. Gejala Parkinsonisasi dalam Birokrasi

Gejal a Parkinsonisasi adalah gejala penekaran birokrasi
t et api tidak sesuai dengan fungsinya. M sal nya penekaran
struktur bukan karena kebutuhan yang senyatanya. Penekaran
struktur tidak diinmbangi dengan kenai kan produktifitas, tetapi
hanya sekedar untuk nenuaskan atasan. Karena ada pandangan bahwa

semakin banyak anak buah mencer m nkan semaki n besar

kekuasaannya.
Nama " penyakit” itu dianbil dari Cyrill Northcote Parkinson,
sang penci pta " Parkinson Law’ 2, Par ki nson mengganbar kan

kecenderungan yang unmum terjadi dalam kerja organisasi atau
birokrasi. Salah satunya yang terpokok adalah kecenderungan
untuk menperbanyak orang yang terlibat di dalamya, bukan
| ant aran kebutuhan fungsional, nelainkan karena hasrat untuk

nmel i pat gandakan jum ah bawahan.

Cont oh kasus di |ndonesia pertunbuhan pegawai negeri |ebih
besar persentasenya dari pada pertunbuhan penduduk. Adapun

kel ebi han gej al a par ki nsoni sasi adal ah:

2 Cyrill Northcote Parkinson, Parkinson's Law, dikutip dari Majalah
The Economi st (Novenber 1955), hlm 22.
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1. Kemanpuan bi rokrasi untuk menangani nasal ah besar

2. Dapat nenanpung tenaga kerja (neskipun secara analisis
cost-benefit’ tetap nerugi kan masyarakat karena penbi ayaan

bagi pegawai penerintah itu ditanggung nasyar akat)

3. Dengan tenaga birokrasi banyak, kekuatan politik yang

ber kuasa bi sa besar (efek nmenpolitisasi pegawai penerintah)

4. Mudah nenbuat nasyarakat berbuat seperti yang dikehendaki

bi rokrasi (nobilisasi nmassa)

Adapun kel emahan dari parki nsoni sasi adal ah pertama, biaya
besar ditanggung masyarakat, kedua, denokrasi susah berkenbang
kar ena dom nasi nmenpol i ti sasi bi r okr asi , ketiga, jika
pengaruhnya senaki n besar keingi nan bebas nasyarakat (free wll)
bi sa terganggu, keenpat, kemanpuan masyarakat untuk nengontr ol

bi rokrasi terbatas.

IS Analisis cost-benefit atau biaya-nmanfaat adalah istilah yang

meruj uk bai k untuk menbantu untuk nenilai kasus untuk proyek atau usulan,
at au pendekatan informal untuk penbuatan keputusan ekonom apapun.
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d. Gejala Owellisasi dalam Birokrasi

O wel | isasi’™ menj el askan bahwa bi r okr asi menpunyai
kewenangan tertentu dalam masyarakat. Pada tingkat tertentu
per kenmbangan birokrasi bisa nenbuat masyarakat sangat tergantung
pada birokrasi, sehingga masyarakat tidak otonom dan powerl ess,
karena keberdayaan di serap sel uruhnya ol eh birokrasi. Msyarakat
harus tunduk dalam banyak hal kepada birokrasi. Akhirnya
masyar akat nel ayani birokrasi. Contohnya adal ah program program
penerintah yang sifatnya top-down. Kel ebi han dari gej al a
orwel | i sasi adal ah tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat
besar sedangkan kel emahannya: pertanma, mnasyarakat jadi mandul
(kurang inisiatif dan kurang mandiri), kedua, bisa nmenberatkan

keuangan negar a.

4 Proses ini disebut dengan istilah birokratisasi Owell atau
O wel | i sasi sesuai dengan ganbaran masyarakat didalam novel “1984” vyang
ditulis GCeorge Owell. Novel yang terbit pertama kali tahun 1949 ini

nmer upakan sebuah satire tajam nenyajikan ganbaran tentang | ul uhnya kehi dupan
masyarakat totalitarian nasa depan yang di dalamya setiap gerak nasing-
masi ng warga dipelajari, bahkan setiap kata-kata yang terucap disadap, dan
setiap pem kiran di kendali kan. Karya yang nerupakan semacam inpian futuristis
buram ini kenudi an luas dibaca sebagai konentar atau kritik social. Hal ini
ti dak nengherankan, karena saat novel ini ditulis, kehidupan warga Inggris,
tenmpat novel ini ditulis, ketika itu sedang sesak, sunpek, dengan birokrasi
penerintahannya (di bawah Partai Buruh yang berkuasa). Bersanmaan dengan itu,
totalitariani sme sedang nenghantui. Lihat George Owell, 1984, (Jakarta:
Bent ang Pustaka, 2003).
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Adapun f akt or - f akt or yang menpengar uhi penbengkakan

bi rokrasi adal ah

1. Dorongan politik

a. Untuk negara denpkratis tuntutan nmasyarakat supaya
negara nenenuhi kebutuhan nmasyarakat dalam banyak
aspek. Padahal negara nmengandal kan birokrasi. Dengan

dem ki an perlu birokrasi yang besar.

b. Untuk negara yang non denokratis penerintah otoriter
punya asusnsi bahwa negara bertanggung |jawab atas

segal anya bagi rakyat. karena itu birokrasinya besar.

2. Dor ongan ekonom

Untuk negara kapitalis nenganggap pasar tidak sanggup
menenuhi senua public goods sehingga negara nengerjakan banyak

hal untuk masyar akat .

3. Dor ongan sosi al

Negara di asunsi kan berperan strategis jadi ada nilai-nilai
sosi al yang nengesahkan bila negara nendom nasi urusan

masyar akat .

61

Netralitas pegawai..., Laura Astrid H. Purba, FH Ul, 2010.



B. Sejarah Birokrasi di |ndonesia

Sejarah birokrasi Indonesia bisa ditelusuri wulang sejak
ber kecanbahnya birokrasi jaman Kkerajaan-kerajaan di  Nusantara,
kenudi an terbentuknya birokrasi kolonial Belanda’, lalu nuncul

suatu birokrasi yang nenberi angin kepada gol ongan Nasi onalis dan
Islam pada jaman kolonial Jepang. Setelah kenerdekaan, muncul
bi rokrasi yang pro partai-partai dan pada saat ber kuasanya Orde Baru
tanmpak birokrasi yang pro-satu partai (Golkar). Setelah Soeharto
nmenyat akan berhenti, tunbuhlah gerakan reformasi yang nenghendaki
terbentuknya netralitas politik birokrasi. Kenudian Presiden baru,
Qus Dur, tanpaknya mencoba nener apkan kebijakan birokrasi dengan
prinsip-prinsip Gsborn dan Gabl er t ent ang Rei nventi ng

Gover nnent . ’®

s Bi rokrasi pada awal nya dikenbangkan oleh penerintah kol onial
Bel anda dengan meksud untuk nengefektifkan jal annya penerintahan kol onial di
I ndonesi a. Pada saat itu pengangkatan pegawai birokrasi ialah untuk mengisi
beberapa jabatan birokrasi pada tingkat nenengah ke bawah, yang banyak
direkrut dari kal angan pribum . Kaum pribum yang dijadikan birokrat
mer upakan kel onpok dal am masyarakat yang tergolong pada strata sosial atas,
bi asanya dari kal angan keturunan bangsawan keraton (priyayi, ningrat).

76 Lihat David Gsborne and Ted Gaebler, Reinventing Governnent,
1992, hlm ix. Beberapa sarannya adal ah nmenbangun: a. Catalytic governnent,
Steering rather than rowi ng yang meksudnya penerintah disarankan nel epaskan
pekerjaan pel aksanaan yang sekiranya dapat dikel akan masyarakat sendid. b.
Communi ty- Omed Governnment, Enpowering rather than serving, yang maksudnya
penerintah adalah kepunyaan nasyarakat: Berilah penberdayaan kepada
masyar akat ketinbang penerintah yang nelayani. c¢. Conpetitive Governnent:
Injecting conpetition into service delivery maksudnya penerintah perlu
menj adi kan birokrasi nya antar bagian bersaing dalam nenberrkan ketepatan,
mut u dan kenyanmanan pel ayanan, dan beberapa prinsip-prinsip yang |ain.
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1. Bi rokrasi Era Orde Lama

Set el ah kemerdekaan, lahir pula istilah pamong praja’’, untuk
nmenyebut jajaran birokrasi penerintahan atau pegawai negeri. Dal am
konteks ini relevan untuk nengganbarkan sebagai mana halnya ada
hubungan antara abdi dal em dan priyayi yang berlapis-lapis, pegavai
negeripun terdiri dari berbagai pangkat, gol ongan dan esel on. ’®

Dal am senboyannya, pegawai negeri adalah abdi negara, sebuah
ungkapan yang nasi h nengandung pengertian berorientasi ke atas. Hal
ini mrip dengan karakteristik birokrasi kerajaan atau anbtenaar
yang berorientasi ke atas yaitu kekuasaan daripada odentasi ke
bawah yaitu pel ayanan kepada publik. Panong Praja atau anbtenaar
ini tanpaknya cenderung |ebih nenekankan fungsinya sebaga

pengatur, pengendali atau berorientasi pada pengawasan dari pada

” Set el ah  kener dekaan, hi er ar ki tersebut diatas masih tetap
diwarisi dalam Penerintahan kita. Istilah Pangreh Praja diganti “Panong
Praja”. Panong berarti pengasuh, ngenbng. Seorang Panong Praja bertanggung
jawab atas senua yang terjadi diwlayah kekuasaanya. |stilahnya satu |enbar
daun yang gugur pun harusl ah di ket ahui ol eh seorang Panong.

8 Pangkat, golongan, dan eselon Pegawai Negeri Sipil diatur dalam
Peraturan Penerintah Nonor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dalam Peraturan

Penmerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Penerintah
Nonmor 100 Tahun 2000.
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berorientasi pada pel ayanan. ’®

Pada masa akhir penerintahan Soekarno tanpaknya orientasi
bi rokrasi belum berubah karena terjadi 'politisasi birokrasi
yang berwujud pengkavlingan departenen-departenen oleh partai-
partai, seperti Depdagri dikavling oleh PN, Depag dikavling
oleh Partai NU dan seterusnya. Politisasi partai terhadap
bi rokrasi begitu dalam sehingga rekruitnen dan pronosi jabatan
di departenen-departenen pada senmua tingkatan ditentukan
terut ama ol eh | oyal i tas kepartai an seor ang pegawai .
Profesionalisne dan kinerja birokrasi saat itu tanpak tidak
dapat berjalan baik karena keseluruhan organnya sendiri sudah
menj adi | enbaga politik.8 Sangat sulit untuk menjadi objektif
bila |enbaga yang fungsinya nenjadi pengawas tetapi sekaligus

berti ndak sebagai pel aksana.

2. Bi rokrasi Era Orde Baru

Pada zaman penerintahan Soeharto berkenbang istilah jajaran

bi rokrasi sebagai abdi negara. Abdi negara ini kenudian terhinpun

I Lihat Priyo Budi Santoso, Birokrasi Penerintahan Orde Baru,
(Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), hlm 140.

80 | bi d.
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dal am suatu wadah yang di beri nama KORPRI (Korps Pegawai Republik
I ndonesia).® Selain itu di lingkungan niliter berlangsung juga
program Kekaryaan ABRI . Dal am kekaryaan ini, personil ABR nasuk atau
"di masukkan', ditunjuk dan diangkat nenjadi pejabat yang nem npin

posi si kunci di jajaran penerintahan sipil

Sel ai n itu, pada nmasa Soeharto terlihat gej al a
Par ki nsoni sasi 8 pada birokrasi yaitu proses nenjadikan fungsi
bi rokrasi untuk nmenanpung kader-kader politik penguasa atau
rezim Cejala Parkinsonisasi ditandai dengan jum ah jabatan atau
posi si dal am departenen dan non departenen yang senakin di perbesar
untuk nenanpung atau nenberi konpensasi |jabatan pada para
pendukung politik yang berjasa nenenangkan pem | u dan nendukung
pem | i han Presiden yang berkuasa, tanpa batasan periode waktu.
Dal am dua puluh tahun (1960-1980) jum ah anggota birokrasi di
I ndonesi a bertanbah lebih dari 6 kali lipat dari 393.000 orang
ber kenbang nenjadi 2.047.000 orang. Dan dari data yang

di kunpul kan ol eh BAKN per 31 Maret 1997 di ketahui ada 4.094. 346

81 Korpri yang didirikan pada tanggal 29 Nopenber 1971 berdasarkan
Keputusan Presiden Nonor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik
I ndonesi a, yang nerupakan wadah untuk nenghi npun seluruh Pegawai Republik
I ndonesia. Selama Orde Baru, Korpri dijadi kan al at kekuasaan unt uk neli ndungi
penerintah yang berkuasa waktu itu. Namun sejak era refornasi, Korpri berubah
menj adi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik
tertentu.

82 Cyrill Nort hcote Parkinson, Parkinson’s Law (London : The
Econom st, 1955), hlm 3.
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orang birokrasi. Jadi sekitar antara 1980-1997 (hampir dua pul uh
tahunan) terjadi kenaikan hanmpir dua kali lipat (100% jum ah

bi rokrasi di | ndonesi a.

Pada nmasa ini terjadi juga gejala Owellisasi, di nana
bi rokrasi nengawasi nasyarakat secara birokratis dan berjenjang
dengan pengendalian yang ketat. D sisi lain, nmenurut Arief
Budi man, sebagian aktor negara atau aparat birokrasi, berfungsi
dan berperan menjadi ‘birokrat rente' ®, yang kegi atannya nenj ual
jasa perizinan, nmemungut berbagali nmacam pungutan dari masyar akat

dan dunia wusaha untuk Kkepentingan kel onpoknya atas nana

kepenti ngan negar a.

Kekuasaan birokrasi meni nbul kan pertanyaan yang nenyebabkan
para ilmuan rnulai berpikir. Adil dan perlakuan yang sana bagi
sel uruh penduduk ternyata menbut uhkan seperangkat hukum yang

konpl eks dan peraturan-peraturan admnistratif, untuk dapat

83 Fenomena ekonomi-rente di  Indonesia pernah diungkap Prof.

Yoshi hara Kunio dalam bukunya yang cukup terkenal “The R se of Ersatz
Capitalismin Southeast Asia”, yang juga diperkuat oleh Prof. Dr. Ruth MVey,
seorang | ndonesi ani s. Menurut Kunio, praktek kapitalisne senu (ersatz
capitalism di Asia Tenggara terutama |ndonesia neni nbul kan tunbuhnya penburu
rente di kal angan birokrat penerintah sehingga pel aku usaha yang sesungguhnya
tidak bisa berkenbang. Akhirnya kenudian kenmunculan kapitalis asia tenggara
itu dikarenakan adanya orang-orang yang punya kedekatan dengan penguasa
(personal contact) serta cenderung nenbangun industri berdasarkan kedekatan
kel uarga, ketinmbang nenbangun industri berdasarkan pada profesionalisne
industrialis. Lihat Yoshihara Kunio, Industrialization Wthout Devel opnent,
The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia, (Oxford University Press,
1988) .
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ber f ungsi , setidak-ti daknya masyar akat har us menber i kan
pengerti annya karena pada kenyataannya jum ah polisi tidak cukup
banyak di dal am nel akukan kontrol atas penerapan hukum dengan
dem ki an keadaan nenjadi sulit bila masyarakat cenderung tidak

nmemat uhi  hukum

Dal am jangka pendek, tentu saja birokrasi dapat nenerintah
masyar akat tanpa neni nbul kan perl awanan nereka nanmun sebagai mana
kita juga pernah bel ajar dari masa | anpau, kerelaan yang pertama-
t ama ber si f at pasi f pada akhi rnya menbangki t kan rasa
ket i dakberdayaan. Hal ini kenudi an di cet uskan dal am bent uk protes
yang nengacaukan suasana. Apabila kita nenunggu sanpai suasana

itu benar-benar terjadi, inilah yang disebut antitesis denokrasi.

Sedi kit kepatuhan sudah nmerupakan suatu kondisi bagi
denokr asi . Bila penerintah harus nmemaksa kepatuhan yang
sepenuhnya, hal ini berarti nengurangi denokrasi. Kepatuhan tanpa
syarat pada haki katnya nenghindari kritik dan ketidaksepakatan

yang menj adi inti denokrasi®.

Bila kita Iihat contoh di |ndonesia, bahwa nmasyarakat wajib
paj aknya sudah |elah dengan seabrek peraturan yang harus

di patuhi. sehingga ada kesan terpaksa untuk nenenuhi kewaji ban

84

Peter M Blau, Meyer ,Marshall W, Birokrasi dalam Masyarakat
Modern, (Jakarta: ill-Press,1987), hlm 202-203.
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per paj akan, dan sulit nenciptakan masyarakat yang sadar pajak
dalam sistem yang diterapkan untuk nmeningkatkan peneriman
negara. Pada dasarnya nasyarakat |ebih nengingi nkan terciptanya
kesadaran dari pada kepatuhan. |barat seorang pencuri bertobat
untuk tidak akan mengul angi perbuatannya karena dia takut kepada
Al ah (sadar bahwa nencuri itu perbuatan dosa), daripada takut
karena adanya ganjaran hukuman yang nenantinya, sehingga sulit
unt uk mencapai tahap masyarakat yang "margi nal detterence". kal au

nment al nya nmasi h nmental pencuri.

Nilai-nilai denmokratis tidak saja berarti tujuan-tujuan
masyar akat yang ditentukan ol eh keputusan mayoritas. tetapi juga
bahwa tujuan-tujuan tadi diterapkan nelalui netode-netode efektif
yang ada, yakni dengan nemantapkan organi sasi-organi sasi sifatnya
yang lebih Dbirokratis daripada berupa pengaturan secara
denokratis. Keberadaan birokrasi-birokrasi semacam itu tidak

nerusak nilai-nilai denokrasi.

Ji ka birokrasi berlebi han maka masyarakat dirugi kan karena
masyar akat punya otonom yang terbatas, karena freew || terbatas
untuk masyarakat, karena belum tentu vyang dilakukan birokrat
bai k, baik juga untuk rnasyarakat. Birokrasi sulit untuk direm
karena ada dorongan dari dalam (birokrat itu sendiri) ataupun

dari luar seperti

1. dorongan politik, yaitu : tuntutan dari nasyarakat sehingga
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menbuat birokrasi nenjadi |ebih besar peranannya, adanya tuntutan
negara senakin berkenbang terus, yang nemnta negara untuk
nenyel esai kannya dan nem nta negara nel ayani hal tersebut sebaga

contoh yaitu negara yang denokratis.

2. dor ongan ekonom .
3. dorongan yang bersifat sosial, yaitu penberian tanggungjawab
pada negara untuk nelakukan sesuatu pada rmasyarakat, ada

pandangan bahwa negara sebagai penggerak penbanggunanan nasi ona

dan negara di asunsi kan sebagai fungsi yang strategis.

Denokrasi dan birokrasi sesungguhnya sangat diperl ukan
dal am proses penbangunan suatu negara , akan tetapi semakin kuat
bi rokrasi dalam negara naka akan senakin rendah denokrasi dan
sebal i knya senakin |lemah birokrasi nmaka akan senakin tinggi

denokr asi .

CGej al a tunbuhnya birokrasi yang terlaMyau kuat di ungkapkan
oleh Fred W R gg ketika ia melakukan penelitiam nodernisasi d
Thai | and yang kernudi an nuncul dengan konsep "Bureaucratic Polity"
yang nengganbarkan betapa birokrasi di Thailand telah nemasuki
suatu jaringan kehidupan politik dan ekonom yang sangat kuat
yang dil akukan ol eh negara terhadap kehi dupan masyarakat, dalam
konsep yang sama Karl D. Jackson untuk studinya tentang birokrasi
di I ndonesia, yang nenenpat kan birokrasi nelalui pemasukan nil ai

budaya masyarakat yang dom nan sebagai suatu kekuatan tersendiri
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dal am nenpengaruhi sistem politik dan perilaku politik elit

kekuasaan®®.

Berdasarkan studi Quelerno O Donnel bahwa negara telah
muncul sebagai kekuatan politik yang tidak hanya relatif mandiri
ber hadapan dengan faksi-faksi elit pendukungnya serta masyaraklu
sipil, tetapi ia telah nenjadi kekuatan dom nan yang nmarnpu
nmengat asi  keduanya. Qoritarian Birokratik nenmang diciptakan
untuk nel akukan pengawasan yang kuat terhadap masyarakat sipil,
terutama dal am upaya nmencegah nassa rakyat di bawah keterlibatan
politik yang terl anpau akti f agar proses aksel er asi

industrialisasi tidak tergangggu®®.

St udi Fred W Rigg tentang Bureaucratic Polity dan
Guel er mO Donnel tentang Bureaucratic Authoritarian nanpaknya
nmenggar i sbhawahi bahwa dal am masyarakat tertentu posisi birokrasi
sudah berada di bawah kontrol politik kekuasaan dalam rangka
nmendapat kan sunber legitimasi politik nelalui sarana birokrasi

Jika dalam studi Rigg birokrasi. berkolaborasi dengan kekuasaan

85 Karl D. Jackson and Pye, Lucian W Political Power and
Conuni cati ons in I ndonesi a, (California: Uni versity of California
Press, 1987), hlm 4.

g Mihanmmad AS. H kam Negar a Qtoriter Bi r okrati k dan
Redenokratisasi: Sebuah Tinjauan Kritis dan Beberapa Studi Kasus, dalam
Jurnal Ilmu Politik No 8, (Jakarta: AIPI-LIPI, 1991), hlm 68.
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penerintah, nmaka nodel O Donnell birokrasi itu tidak hanya
ber kol aborasi dengan kekuasan tetapi juga nelibatkan diri hanpir
di semua bidang kegiatan. Keterlibatan negara tidak hanya dal am
bidang poitik formal, namun nenjalar sanpai kepada kegiatan

ekonom sosial budaya ternmasuk juga ideol ogi.

3. Bi rokrasi Era Refornasi

Pada era reformasi, ikhtiar untuk nel epaskan birokrasi dari
kekuatan dan pengaruh politik gencar dilakukan. Kesadaran
pentingnya netralitas birokrasi mencuat t erus- mener us. BJ
Habi bi e, Presiden saat itu, nengeluarkan PP Nonmor 5 Tahun 1999,
yang nenekankan kenetralan pegawai negeri sipil (PNS) dari
partai politik.® Aturan ini diperkuat dengan pengesahan Undang-
Undang Nonor 43 Tahun 19998 tentang Pokok-Pokok Kepegawai an

untuk nengganti kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974%°. Intinya

87 Republ ik Indonesia, Peraturan Penmerintah Nonmor 5 Tahun 1999
Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, Lenbaran
Negara Republik | ndonesia Tahun 1999 Nonor 11.

88 Republ i k | ndonesia, Undang-Undang Nonmor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok
Kepegawai an, Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nonor 169

89 Republ ik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok- Pokok Kepegawai an, Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1974 Nonor
55
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menbol ehkan PNS berafiliasi dengan partai, nanun bila nenjadi
anggota partai tertentu, naka ia dilarang aktif dal am jabatannya
di partai politik. Ketentuan yang sanma juga berlaku bagi unsur

mliter (TNI) dan kepolisian (Polri).

C. Pengertian dan Haki kat Pegawai Negeri Si pi

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipi

Pegawai negeri adal ah pekerja di sektor publik yang bekerja
untuk penerintah suatu negara. Pekerja di badan publik non-
departenen kadang juga dikategorikan sebagai pegawai negeri. Di

I ndonesi a, Pegawai negeri terdiri atas:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Anggot a Tentara Nasi onal |ndonesia (TN)

3. Anggot a Kepol i si an Negara Republik I ndonesia (Polri)®

90 Republ ik Indonesia, Undang-Undang Nonor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nonmor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok
Kepegawai an, Lemnbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999 Nonor 169, Bab I,
pasal 2 ayat (1).
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Seperti halnya di Inggris dan Perancis, pegawai negeri di
I ndonesia adalah sistem Kkarier. Mereka dipilih dalam ujian
sel eksi tertentu, nendapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta

menper ol eh pensi un.

Terdapat jabatan-jabatan tertentu yang tidak diduduki ol eh

pegawai negeri, m sal nya:

Presi den, Gubernur, Bupati, dan Walikota - dipilih |angsung

ol eh rakyat nelalui pemlu

o Menteri ditunjuk ol eh Presiden

o Camat dan Lurah adalah PNS, sedangkan Kepala Desa bukan

mer upakan PNS karena dipilih | angsung ol eh warga setenpat.

° Ketua RWdan RT

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nonmor 43 Tahun 1999
Tent ang Perubahan Atas Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1974 Tent ang
Pokok- Pokok Kepegawai an, yang dinmaksud dengan Pegawai Negeri
adalah “...setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
menenuhi syarat yang tel ah ditentukan, di angkat ol eh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
di serahi tugas negara |ainnya, dan digaji berdasar peraturan

per undang- undangan yang berl aku...”
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2. Jeni s dan Kedudukan PNS

Di dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan penbagian pegawai
negeri sipil sebagai berikut “ Pegawai Negeri Sipil sebagai mana
di mmksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. Pegawali

Negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah...”

3. Netralitas PNS

Mengapa seorang Pegawai Negeri Sipil harus bersi kap netral ?
Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang No.43 Tahun
1999 bahwa: “...Untuk nenjamn netralitas Pegawai Neger i
sebagai mana di naksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dil arang

nmenj adi anggota dan/atau pengurus partai politik...”

Posisi PNS nemang dilematis. Artinya, di satu sisi nereka
harus bersikap netral, sementara di sisi lain nereka tetap
menpunyai hak pilih. Netralitas PNS penting karena sebagai unsur
apar at ur Negar a, PNS wajib nmel ayani masyar akat secara

prof esi onal , bukan di skrimnatif.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara
sangat penting karena PNS merupakan unsur aparatur negara yang
nmenj al ankan tugas penerintahan untuk nencapai tujuan nasional

Adapun tugas PNS sebagai Aparatur Negara yaitu :
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(1) rmemliki wewenang dan tanggung jawab berdasarkan undang-

undang

(2) berbeda dengan tenaga honorer atau nmgang Yyang hanya

t er bat as pada penugasan ol eh at asan.

PNS sebagai aparatur penerintahan, abdi negara dan abdi
masyar akat nmemang harus nmenmaham dengan bai k proses dan tahapan
pel aksanaan Pil kada agar manpu nendukung kel ancaran proses
pel aksanaan Pil kada sesuai dengan kapasitas pel aksanaan tugasnya

masi ng- masi ng.

Ji ka diketahui ada seorang PNS atau CPNS yang nel anggar
ketentuan tersebut, maka sesuai Peraturan Penerintah Nonor 30
Tahun 1980 akan di kenakan sanksi yang cukup berat, yakni dipecat

dengan tidak hormat dari PNS atau CPNS, °*

Sebagai mana di atur dal am Undang- Undang Nonmor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta Surat Edaran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nonor SE/ 04/ M PAN 03/2004,
PNS akan dikenai sanksi jika kedapatan tidak netral dalam

pem | u. Sanksi nya, bisa sanpai diberhentikan dari jabatannya.

o Republ ik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nonor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Disipliin Pegawai Negeri Sipil, Bab Ill, pasal 6, ayat (4).
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D. Pr of esi onal i sme PNS Dal am Bi r okr asi

1. Kriteria Profesionalisne

Pengenbangan sunber daya nanusia birokrat harus dil akukan
sejak awal yaitu nelalui penentuan formasi yang di dahul ui dengan
analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai®, sedangkan
pengadaannya harus dil aksanakan secara transparan sehingga dapat
merekrut  sebanyak-banyaknya calon PNS yang potensial dan
berkual itas nel al ui suatu sistem seleksi yang ketat dan

obj ekti f.

Upaya tersebut dikaitkan dengan kebutuhan akan perkenbangan
pel aksanaan tugas dan |ingkungan strategis, sedangkan pendi di kan
dan pelatihan non-penjenjangan untuk neningkatkan profesi
di kenmbangkan sesuai dengan kemaj uan teknol ogi yang cocok dengan

I i ngkungannya.

92 Li hat pasal 4 dalam Peraturan Penerintah Nomor 97 Tahun 2000
Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(1) Formasi nmasi ng-nmasi ng satuan organi sasi negara disusun berdasarkan
anal i sis kebutuhan dan penyedi aan pegawai sesuai dengan jabatan yang
tersedia, dengan nenperhatikan norma, standar, dan prosedur yang
di tetapkan ol eh Peneri nt ah.
(2) Anal i sis kebutuhan sebagai mana dinmaksud dalam ayat (1) dilakukan
ber dasar kan :
a. jenis pekerjaan;
b. sifat pekerjaan;
c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri
Si pi|l dal am jangka waktu tertentu;
d. prinsip pel aksanaan pekerjaan; dan
e. peral atan yang tersedi a.
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Dal am kaitan tersebut, sesuai amanat dalam Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Normor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok- pokok Kepegawai an secara tegas nenyebut kan bahwa :

(1) Manajenmen Pegawai Negeri Sipil diarahkan wuntuk nenjamn
penyel enggaraan tugas penerintahan dan penbangunan secara

ber dayaguna dan ber hasi | guna

(2) Untuk nmewjudkan penyel enggaraan tugas penerintah dan
penbangunan sebagai mana di naksud dal am ayat (1), diperlukan
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung |awab,
jujur, dan adil nmel al ui penbi naan yang dil aksanakan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang

dititi kberatkan pada sistem prestasi kerja.

Lebi h lanjut dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang tersebut
di nyat akan bahwa : "Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan dil aksanakan berdasarkan prinsip profesionalisne
sesuai dengan konpetensi, prestasi Kkerja, dan jenjang pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif |[ainnya
tanpa nenbedakan jenis kel amn, suku, agana, ras, at au

gol ongan".
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Ber kai tan dengan hal tersebut, nmaka perlu di paham terlebih
dahulu tentang arti profesionalisne®. Profesionalisne diartikan
sebagai berikut pertam, seorang pekerja yang teranpil atau
cakap dalam bekerja; kedua,seseorang yang dituntut nenguasa
vi si yang nendasari keteranpilannya yang nenyangkut wawasan fi -
| osofi s, pertinbangan nasional, dan nmemliki sikap yang positif
dal am nel aksanakan serta nengenbangkan nmutu karyanya; ketiga,
menpunyai ciri: (a) nemerlukan persiapan atau pendi di kan khusus;
(b) nemenuhi persyaratan yang tel ah dibebankan ol eh pihak yang
berwenang; (c) nendapat pengakuan mesyarakat atau negara; (d)
ber kecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus
serta tuntutan dari jenis jabatannya; (e) nmenurut pendidikan
yang terprogram secara relevan, sehingga terselenggara secara
efektif dan efisien dan tolok wukur yang berstandar; (f)
berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan

perannya serta bernotivasi untuk bekerja dengan sebai k-bai knya;

93 Seorang profesional adalah orang yang nenyadari betul arah kemana
ia menjurus, nengapa ia nmenenpuh jalan itu, dan bagai mana caranya ia harus
nenuj u sasarannya. l|a nenyenangi pekerjaannya karena ia bisa nengerjakannya
dengan baik. 1la nengerjakannya dengan baik oleh karena ia nenyenang
pekerjaan itu. Seorang profesional adal ah seorang yang senantiasa siap siaga
dengan gagasan bila diperlukan, ditanbah dengan selusin gagasan |ainnya
sekal i pun tidak ada orang yang neminta daripadanya. |a adalah seorang yang
mau bekerja keras untuk mencapai tujuannya, dan tetap juga tidak kehilangan
semangat kerja keras itu dal am tugasnya. Lihat “Apakah Arti Profesional |tu?”
http://xci ndo. bl ogspot. com 2008/ 03/ apakah-arti - profesional -itu. htm, di unduh
tanggal 6 Juni 2010
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(g) nmemliki kode etik yang harus dipenuhi; (h) nencintai
profesinya dan mem|iki etos kerja yang tinggi serta selalu

meni ngkatkan diri serta karyanya.

Dengan dem ki an, Profesionalisme Aparatur dalam hal ini
adal ah Profesionalisne PNS dapat diartikan sebagai aparatur yang
mem | i ki keahlian dan keteranpilan atau cakap dalam bekerja
karena pendidikan dan latihan, didukung dengan pengal aman,
menguasai vi si yang nendasari keteranpilannya nenyangkut wawasan
filosofis, pertinbangan nasional dan mem |liki sikap yang positif
dal am nel aksanakan serta nengenbangkan nutu karyanya.

Sej al an dengan pendapat di atas, S. Tarnudji® menjel askan
bahwa profesionalisnme adalah "a vacation or occupation requiring
advanced training in sonme liberal art or science and usually
i nvol ving nental rat her than nor nal wor K, as teaching,
engi neering, witing, ect". Tanmbahan yang penting dari Tarnudji
adal ah keterlibatan nental yang |ebih besar daripada ketranpilan
fisik dan nengerjakan tugas-tugas bukan sekedar nelaksanakan
kewaj i ban tetapi juga nenakai al asan-al asannya (aspek fil osofis)
dari suatu tugas yang di enmbannya. Dengan penmahaman yang nendal am
tentang tugas dan Kkewajibannya disertai dengan keterlibatan

mental yang sungguh-sungguh nenbuat seorang profesional bekerja

o4 S. Tarmudji, Profesionalitas Aparatur Negara Dalam Meni ngkatkan
Pel ayanan Publik, (Jakarta : Bina Aksara, 1994), hlm 20-21.
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dengan rasa tanggung j awab.

Dal am kaitan dengan pelayanan publik yang diarahkan pada
penyel enggaraan penerintahan yang bai k, sikap profesional sangat
di but uhkan. Karena dengan bekerja atas dasar keahlian, ditunjang
dengan | andasan filosofis yang dal am akan nenghasil kan tanpil an
(kinerja) birokrasi yang bernmutu. D dalam proses pelayanan
publi k tidak sekedar neneruskan tugas-tugas rutin pendahul unya,
tetapi akan lebih kreatif, inovatif dan responsif. Tanpilan
akhir dari seorang birokrat profesional adalah nendatangkan
kepuasan bagi nasyar akat .

Kinerja birokrasi sangat bergantung pada kualitas sunber
daya manusia birokrat. Dengan dem ki an kualitas seorang birokrat
itu sendiri dapat diinplenentasikan apabila ia ditenpatkan
sesuai dengan spesifikasi keahlian dan/atau pengal aman yang
dimlikinya, paling tidak dapat nenunjukkan bahwa ia nenikmat
posisi yang ditenpatinya. Bercermin dari kondisi yang ada,
penenpat an apar at bi rokrat yang "di paksakan" tidak dalam
kapasitas keahliannya, nengakibatkan kurangnya inovasi® dalam

menekuni tugas-tugas yang ada.

9 I novasi: kemanpuan untuk nenghasilkan sesuatu yang baru yakni
nendayagunakan kemanpuan dan keahlian dal am nel akukan ataupun nengenbangkan
karya tertentu. Inovasi ini nenuntut kekuatan inmmjinasi dalam nengantisi pasi

berbagai situasi, Lihat "Berfikir inovatif dan kreatif” http://cuenkx.
bl ogspot . con1 2007/ 03/ berfi kir-inovatif-dan-kreatif.htm , dunduh tanggal 6
Juni  2010.
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Sal ah satu kualitas sunberdaya birokrasi yang dituntut ol eh
good governance adalah kualitas entrepreneurial yang dapat
menj enbatani antara state dan market, serta antara state dan
civil society®. Di dalam konteks ini, konpetensi yang perlu
dimliki oleh seorang birokrat menurut Meljarto Tjokorw noto®
adal ah nencakup pertanmm, sensitif dan responsif terhadap pel uang
dan tantangan baru yang tinbul di dalam pasar. Kedua,tidak
terpaku pada kegi atan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi
instrunentasi birokrasi, akan tetapi harus wmanpu nelakukan
terobosan nelalui pem kiran yang kreatif dan inovatif. Ketiga,
menpunyai wawasan futuristik dan sisteni k. Keenpat, nenpunya
kemanpuan untuk nenganti si pasi, mnenperhitungkan dan mem ni mal kan
resiko. Kelima, jeli terhadap potensi sunber-sunber dan pel uang
baru. Keenam nmenpunyai kemanpuan untuk nengkonbi nasi kan sunber

nmenj adi resource mXx yang nenpunyai  produktivitas tinggi

96 Johanes Basuki, Tantangan |lnu Administrasi Publik: Paradignma

Bar u Kepeni npi nan Apar at ur Negar a http://ww. scri bd. conl doc/ 2048
5969/ arti kel -j - basuki .

o7 Moel jarto Tjokrow noto, dkk, Birokrasi Dalam Polem k, (Yogyakarta

Pust aka Pel aj ar, 2004), hlm 121.

98 Kata sistem k berkaitan erat dengan satu kata kunci yaitu sistem

Dal am KBBI sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur
saling berkaitan sehingga nenbentuk suatu totalitas. Lihat ”Memaham Arti
Si stem k” http://ww. yusupbakri.co.cc/ 2009/ 12/ menaham -arti-si stem k. htm
di unduh tanggal 6 Juni 2010.
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Ket uj uh, nenpunyai  kemanpuan untuk nengoptinmal kan sunber yang
tersedi a, dengan nenggeser sunber kegi atan yang berproduktivitas
rendah nmenuj u kegi atan yang berproduktivitas tinggi.

Jadi ada sejum ah kemanpuan yang dituntut bagi para
profesional, baik pada aspek-aspek yang bersifat ketranpilan
fisik maupun sikap nental yang positif sesuai dengan harapan
masyar akat yang dilayani. Mencermati cakupan Kkonpetensi ini,
maka peni ngkatan kualitas birokrat harus nenjadi target, wring
dengan penataan kel enbagaan dan SDM birokrat. Model - node
pendi di kan dan pel ati han, baik struktural dan fungsional perlu
di | akukan. Materi dan kurikul um pendi di kan dan pel ati han itupun
harus terus disenmpurnakan dan diperkaya sesuai kebutuhan yang

di har apkan.

2. Penbi naan dan Pengenmbangan Aparat Birokrasi

Prof esionalisne tidak akan bertahan dan berkenbang apabil a
tidak dilakukan penbi naan secara terus nenerus. Apalagi dalam
I i ngkungan  birokr asi yang penilaian dan kontrol t er hadap
ki nerjanya sedem kian |onggar. Mekanisne penbinaan birokrasi
nmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengenbangan
organi sasi secara kesel uruhan.

Usaha- usaha penbi naan yang unum dijunpai dalam organi sasi

penerintah antara | ain
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a. Pengenbangan Kari er

Pengenbangan Kkari er nmerupakan salah satu cara bag
penerintah untuk nmenghargai prestasi dan pengabdian seorang
pegawai negeri. Meskipun hasilnya belum optimal, nanun cara ini
dinilai tepat wuntuk nenjaga profesionalitas birokrasi, bila
di | akukan dengan cara yang adil dan obyektif.

Jenj ang karier yang pasti merupakan bentuk penghargaan yang
di har apkan banyak pegawai yang berprestasi dan dapat nenacu
mereka terus nenekuni profesinya secara konsi sten. Dal am
pengenbangan karier yang nornmal, setiap nutasi hendaknya
mer upakan pronosi pada bidang tugas yang sejenis, sehingga

profesionalitas tertap terjaga.

b. Penenpatan Sesuai Konpetensi

Secara ideal, penenpatan pegawai hendaknya di sesuai kan
dengan kenmanpuan dan konpetensi pegawai yang ber sangkut an
sehi ngga bi sa bekerj a secara ef ektif. Sel eksi nmel al ui
"Assessnment Centre" atau Baperjakat (Badan Pertinbangan Jabatan

dan Pangkatan)®® dalam |enbaga penerintah dianggap cara yang

99 Republ ik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nonor 15 Tahun 1994
Tent ang Pengangkat an Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Bab 1V,
pasal 9.
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tepat. Hal ini disebutkan dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) bahwa
Baperj akat nenbantu pejabat yang berwenang untuk nenunjukan
obyektifitas pengangkatan dal am pangkat. Namun dal am prakt eknya
bel um berjalan sebagaimana yang di harapkan, karena adanya
penganbi | an keputusan akhir terpusat. Dalam struktur birokrasi
"Top Manager" adal ah penanggungjawab akhir suatu keputusan,

sehingga ti myang di bentuk seringkali tidak efektif.

c. Pendi di kan dan Pel ati han (D kl at)

Metode ini sangat intensif dilaksanakan ol eh |enbaga
peneri ntah yang ada pada setiap Departenen, dengan tujuan untuk
nmeni ngkat kan ketranpilan dan nenanbah wawasan keil nuan. Di
Departenen Dalam Negeri, ada pendidi kan kedi nasan untuk
menbangun profesionalitas atas dasar keilnmuan, dan ada diklat-
di kl at khusus yang dil akukan untuk jangka pendek, disebut dengan
Di kl at Tekni s Fungsional. Sedangkan untuk nenyi apkan kader-kader
pada Jabatan Struktural (bagi yang akan pronosi), diadakan
Di kl at Struktural, atau Di klat Kepem npi nan.

Meski pun penyel enggaraan diklat ini cukup intensif, namun
si stem rekrut nen dengan basis konpetensi nelalui need assessnent
nanpaknya belum berjalan, sehingga pengirimn personel dapat
menyi npang dari tugas-tugas yang dienbannya. Dem kian juga

tentang efektivitas sistem penyel enggaraannya bel um dieval uasi
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apakah penenpatan dan pronosi kariernya sesuai dengan hasil
pendi di kan dan pel ati han yang dij al ani nya.

D kl at i ni semaki n penti ng artinya seiring dengan
per kenmbangan teknol ogi yang terus neranbah pada dunia birokrasi.
Sarana kerja yang kenudian bertunpu pada teknol ogi infornasi,
akan nenpernudah dan nmenpercepat pekerjaan. Bila hal in
terjadi, ke depan akan terjadi “seleksi alant dalam dunia
birokrasi. Aparat vyang nemliki kualitas dan kinerja yang
m ni mal pada akhirnya harus ditinggal kan. Kecual i duni a
bi rokrasi masih diorientasi kan untuk nenanpung tenaga kerja yang
menganggur .

Pesat nya kemaj uan il mu pengetahuan dan teknol ogi yang terus
ber kenbang menerl ukan sunber daya manusia profesional yang siap
terus nenerus nengubah diri agar tetap eksis nengikuti
per kembangan yang terjadi. Sunber daya nmanusia profesiona
hendaknya berusaha nenyei nbangkan diri pada berbagai tuntutan
yang disebabkan oleh persaingan dan berusaha nenjadi yang
t er bai k.

Penmbi naan dan pengenbangan sunber daya manusia birokrasi
nmenj adi suatu keharusan dal am nenghadapi tantangan tersebut. Hal
ini dapat dilakukan nelalui program pendidi kan dan pelatihan
kepada sunber daya aparatur dengan kurikulum yang nmenuat materi

yang nmengarah pada peningkatan profesi dan sesuai dengan
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kemaj uan t eknol ogi yang cocok dengan |ingkungannya.

Penbi naan terhadap sunber daya aparatur secara jelas diatur
dal am Peraturan Penerintah Nonmor 79 Tahun 2005 tentang Pedonan
Penbi naan dan Pengawasan Penyel enggar aan Peneri nt ahan Daer ah. *°°

Dal am Pasal 9 ayat (2) nenyebutkan bahwa "Pendi di kan dan
pel ati han, di peruntukkan bagi kepala daerah atau wakil kepala
daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah, per angkat
daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat
desa, dan anggota badan per nusyawar at an desa".

Sel anj utnya Pasal 10 ayat (2) nenyebutkan bahwa ” Pendi di kan
dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pinpinan
Lenbaga Penerintah Non Departemen sesuali dengan fungsi dan
kewenangannya dan di koor di nasi kan dengan Menteri”.

Dari ketentuan tersebut, Departenmen/ Kenenterian/LPND dapat
nmenet apkan standari sasi program pendi di kan dan pel ati han sesuai

dengan fungsi dan kewenangannya.

100 Republ ik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nonmor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Penbi naan dan Pengawasan Penyel enggaraan Pemeri ntahan Daer ah,
Lenbar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor 165.
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